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VERBAL



c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bima

Nomor 9 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur

Pelaksanaan Bea Perolehan HakAtas Tanahd;rV

Menimbang: a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum,

keadilan dan keringanan bagi wajib pajak Bea Perolehan

Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), perlu dilakukan

penyesuaian ketentuan mengenai pemberian pengurangan

BPHTB karena kondisi tertentu wajib pajak yang ada

hubungannya dengan objek pajak;

b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut

dalam huruf a, maka Peraturan Walikota Bima Nomor 9

Tahun 2017 ten tang Standar Operasional Prosedur

Pelaksanaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan,

dipandang perlu utuk diubah;

WALIKOTABIMA,

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

PERUBAHANATASPERATURANWALIKOTABIMANOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANGSTANDAROPERASIONALPROSEDUR

PELAKSANAANBEA PEROLEHAN HAKATASTANAHDANBANGUNAN

TENTANG

PERATURANWALIKOTABIMA

NOMOR 3~ TAHUN 2021

WALIKOTABIMA

PROVINSI NUSATENGGARABARAT



3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 224 Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6573);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N04"0r/

4614); ~ (IV

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang

Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor

26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4188);

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ten tang

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

244);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 165, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/ PMK.03 / 20 19

tentang Klasifikasi Objek dan Cara Penetapan Nilai Jual

Objek Pajak-Pajak Bumi dan Bangunan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1595);

12. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 17Tahun 2017 tentang

Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2010

Nomor 114, Tambahan (Lembaran Daerah Kota Bima

Nomor 66);

13. Peraturan Walikota Bima Nomor 60 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta

Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

(Berita Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 318)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Walikota Bima Nomor 7 Tahun 2020 tentang

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Bima Nomor 60

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kota Bima

Tahun 2020 Nomor 554);



atau satu derajat ke bawah sebesar 750/0.

d. Wajib Pajak orang pribadi yang menerima hibah dan / atau

waris orang pribadi yang mempunyai hubungan keluarga

sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas

c. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak atas tanah

dan atau bangunan Rumah Sederhana (RS), dan Rumah

Susun Sederhana serta Rumah Sangat Sederhana (RSS) yang

diperoleh langsung dari pengembangan dan dibayar secara

angsuran maksimal 250/0.

b. Wajib Pajak Badan yang memperoleh hak baru selain Hak

Pengelolaan dan telah menguasai tanah dan atau bangunan

secara fisik lebih dari 20 (dua puluh) tahun yang dibuktikan

dengan surat pernyataan Wajib Pajak dan keterangan dari

Pejabat Pemerintah Daerah setempat maksimal 500/0.

a. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak baru melalui

program pemerintah di bidang pertanahan dan tidak

mempunyai kemampuan secara ekonomis berdasarkan

keterangan dari pihak kelurahan maksimal 750/0.

(1) Pemberian pengurangan BPHTB karena kondisi tertentu wajib pajak

yang ada hubungannya dengan objek pajak:

Pengurangan BPHTB sebagaimana dirnaksud pada pasal 20 ayat

(1) dapat diberikan atas permohonan wajib pajak sesuai ketentuan

sebagai berikut:

Pasa122

Ketentuan angka (1)huruf d Pasal22 Peraturan WalikotaBimaNomor9 Tahun

2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Bea Perolehan Hak

Atas Tanah dan Bangunan (BeritaDaerah Kota Bima Tahun 2017 Nomor338)

diubah sebagai berikut :

PasalI

PELAKSANAANBEAPEROLEHANHAKATASTANAHDAN

BANGUNAN.

PROSEDUROPERASIONALSTANDARTENTANG

PERATURANWALIKOTATENTANGPERUBAHANATAS

PERATURANWALIKOTABIMANOMOR9 TAHUN2017

Menetapkan

MEMUTUSKAN:



g. Wajib Pajak orang pribadi Veteran, Pegawai Negeri Sipil (PNS),

Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polisi Republik Indonesia

(POLRI),Pensiunan PNS, Purnawirawan TNI, Purnawirawan

POLRIataujandajduda-nyayang memperoleh hak atas tanah

dan atau bangunan rumah dinas Pemerintah maksimal 75%.

e. Wajib Pajak Badan yang melakukan Penggabungan Usaha

(merger) atau Peleburan Usaha (konsolidasi) dengan atau

tanpa terlebih dahulu mengadakan likuidasi dan telah

memperoleh keputusan persetujuan penggunaan Nilai Buku

dalam rangka penggabungan atau peleburan usaha dari

Direktur denderal Pajak maksimal 500/0.

f. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah dan atau

bangunan yang tidak berfungsi lagi seperti semula

disebabkan bencana alam atau sebab- sebab lainnya seperti

kebakaran, banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung

meletus, dan huru- hara yang terjadi dalam jangka waktu

paling lama 3 (tiga) bulan sejak penandatanganan akta
maksimal 50%.

d. Wajib Pajak Bank Mandiri yang memperoleh hak atas tanah

yang berasal dari Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara,

Bank Pembangunan Indonesia, dan Bank Ekspor Impor

dalam rangkaian proses penggabungan usaha (merger)

maksimal 100%•

c. Wajib Pajak Badan yang terkena dampak krisis ekonomi

dan moneter yang berdampak luas pada kehidupan

perekonomian nasional sehingga Wajib Pajak harus

melakukan restrukturisasi usaha dan atau utang usaha

sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah maksimal 75%.

pembelian dari hasil ganti rugi pemerintah yang nilai ganti

ruginya di bawah Nilai Jual Objek Pajak maksimal 50%.

b. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagai

pengganti atas tanah yang dibebaskan oleh pemerintah untuk

kepentingan umum maksimal 50%.

melaluia. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah

(2)Pemberian Pengurangan BPHTBkarena kondisi wajib pajak yang

ada hubungannya dengan sebab-sebab tertentu:



BERITA DAERAH KOTABIMATAHUN 2021 NOMOR h71

pad a tanggal t b A-tJl.U'fus 2021

~EKRETARIS DAERAHKOTABIMA'l

Diundangkan di Kota Bima

Jv'MUHAMMAD LUTFI

pada tanggal Ib Aaurrur 2021

rWALIKOTABIMA,"""""'-

V

Ditetapkan di Kota Bima

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal II

h. Tanah dan atau bangunan digunakan untuk kepentingan

sosial atau pendidikan yang semata-mata tidak untuk

mencari keuntungan antara lain untuk panti asuhan, panti

jorripo, rumah yatim piatu, sekolah yang tidak ditujukan

mencari keuritungan, rumah sakit swasta milik institusi

pelayanan sosial masyarakat 500/0.
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